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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

        Pelaksanaan pembangunan ialah suatu hal yang amat berguna bagi 

meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bagi suatu negara.  Pembangunan 

merupakan sebuah jalan perbaikan menuju cita-cita yang lebih baik lagi dengan 

suatu cara yang telah direncanakan dan anggaran yang tentunya telah 

direncancanakan pula dengan matang dan dikhususkan untuk pelaksanaan 

pembangunan itu sendiri. Dalam perencanaan pembangunan ini dilibatkan 

masyarakat yang mulai dilakukan dari jenjang desa, kecamatan, dan kabupaten 

melalui wadah musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).  

        Dana desa merupakan salah satu alat guna mengadakan pembangunan desa 

dan pemberdayaan masyarakat dalam ikhtiar memajukan kesejahteraan masyarakat 

serta mewujudkan pembangunan nasional untuk kemajuan negara menjadi lebih 

baik lagi. Pembangunan desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan 

peran serta masyarakat desa. Pembangunan desa mengarah pada terwujudnya 

kemandirian desa dikarenakan kegiatan pembangunan desa wajib diswakelola oleh 

desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di desa serta sumber daya 

alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar desa mampu menjalankan 

kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan desa maka desa 

berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. Dana desa yang bersumber dari 

Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu bagian 
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dari pendapatan desa. Tujuan Pemerintah menyalurkan dana desa secara langsung 

kepada desa adalah agar desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk 

mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat desa. Penggunaan dana desa dikelola melalui mekanisme pembangunan 

partisipatif dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. 

Karenanya, rencana penggunaan dana desa wajib dibahas dan disepakati dalam 

musyawarah desa.  

        Dalam upaya pelaksanaan pembangunan tersebut, tentunya dibutuhkan suatu 

pengelolaan dana desa yang baik. Pengelolaan dana desa yang baik akan 

berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan pembangunan desa baik dari segi 

infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat, maka dari itu dalam pengelolaan 

dana desa mesti dilakukan secara efektif supaya berbagai maksud dan keinginan 

masyarakat yang sudah disampaikan lewat musyawarah dapat tercapai.  

        Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam sistem 

penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip 

tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib 

dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu siklus yang 

saling berkaitan antara satu sama lainnya. Pengelolaan keuangan ini menurut 

(Baldric Siregar: 2015) terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Kepala desa memegang 

kekuasaaan dalam pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam 

kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan sehingga kepala desa memiliki 

otoritas tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan 
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kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasakan sebagian 

kekuasaannya kepada perangkat desa, namun tanggung jawab pengelolaan secara 

keseluruhan tetap berada pada seorang kepala desa selaku pemegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan desa. Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan 

keuangan desa, di bantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa 

(PTPKD) yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa. Pelaksana Teknis 

Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berasal dari unsur perangkat desa yang 

terdiri dari sekretaris desa selaku koordinator, kepala seksi, dan bendahara. 

        Desa Bojongtipar ialah desa yang berada di Kecamatan Jampangtengah 

Kabupaten Sukabumi yang telah menerima dana desa yang berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan adanya dana desa ini diharapkan 

dapat memajukan ketentraman masyrakat dan pemerataan pembangunan di Desa 

Bojongtipar, dengan melakukan berbagai pembangunan sarana prasarana yang 

dapat menciptakan kegiatan dan membangkitkan kegairahan ekonomi masyarakat 

yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.  

        Untuk melaksanakan pembangunan ini tentunya perlu dilakukan perencanaan 

yang baik, agar apa yang dilaksanakan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 

masyrakat. Maka dari itu perlu keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana 

pembangunan ini, untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyrakat, serta 

persetujuan masayarakat. Namun pada kenyataan nya hasil dari wawancara awal 

dengan salah satu RT di Desa Bojongtipar, yang menyatakan bahwa dalam 

perencanaan pembangunan ini kurang nya keterlibatan masyarakat, dilihat dari 

musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilakukan dengan masyarakat 
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hanya yang di laksanakan sekali saja pada saat pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Jangka Menangah Desa (RPJMDes), sedangkan pada saat penyusunan Rencana 

Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tidak lagi dilakukan musyawarah dengan 

masyarakat. Sedangkan sebagaimana dalam Peraturan Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 

30 bahwa kepala desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 

mengikutsertakan masyarakat desa. 

        Adapun dalam pelaksanaan penggunaan dana desa nya sebagaimana hasil 

wawancara awal yang dilakukan dengan bendahara Desa Bojongtipar bahwa dalam 

penggunaan dana desa ini terdapat persentase sesuai arahan dari Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Sukabumi 

yang mana dana desa tersebut digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan 

sebanyak 70% dan untuk bidang pemberdayaan masyarakat sebanyak 30% dari 

dana desa yang didapatkan oleh Desa Bojongtipar. Selain itu, hal tersebut juga 

diatur dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 10 tahun 2017 tentang Tata Cara 

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa tahun anggaran 2017 Pasal 14 ayat 

(1) yang menyatakan penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 

untuk membiayai: a. Bidang Pembangunan Desa, paling banyak sebesar 70% (tujuh 

puluh per seratus), b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, paling sedikit sebesar 

30% (tiga puluh per seratus).  

        Adapun berikut merupakan daftar rincian penggunaan dana desa di Desa 

Bojongtipar Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 

2017-2019: 
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Table 1.1 

Daftar Rincian Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017-2019 

Desa Bojongtipar Kecamatan Jampangtengah 

Kabupaten Sukabumi 

 

No Uraian Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

Jumlah % Jumlah  % Jumlah  % 

1 Bidang 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Desa 

Rp.  631.353.682 73% Rp. 676.075.490 71% Rp.  1.091.603.000 95,37

% 

2 Bidang 

Pemberdayaa

n Masyarakat 

Rp. 233.514.376 27% Rp. 276.143.510 29% Rp. 53.030.000 4,63% 

 Jumlah Rp. 864.868.058 100% Rp. 952.219.000 100% Rp. 1.144.633.000 100% 

Sumber: APBDes Desa Bojongtipar (diolah oleh peneliti). 

 

        Dari data penggunaan dana desa di atas, pada tahun 2017 dana desa yang 

digunakan untuk bidang pembangunan yaitu sebesar 73%, kemudian untuk bidang 

pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar 27% yang artinya hal tersebut belum 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan Peraturan Bupati Sukabumi 

Nomor 10 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana 

Desa Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan penggunaan dana desa sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 13 untuk membiayai: Bidang Pembangunan Desa, paling 

banyak sebesar 70% (tujuh puluh per seratus), Bidang Pemberdayaan Masyarakat, 

paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh per seratus). Kemudian pada tahun 2018 

dana desa yang digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan yaitu sebesar 

71% dan untuk bidang pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar 29%, Kemudian 

pada tahun 2019 dana desa yang digunakan untuk bidang pembangunan yaitu 

mencapai 95,36% sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat hanya 

4,63%, hal ini memang tidak melanggar peraturan Bupati, namun sebagaimana dari 
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hasil wawancara yang dilakukan dengan bendahara Desa Bojongtipar yang 

menyebutkan bahwa dalam penggunaan dana desa pada tahun 2019 ini terdapat 

arahan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) 

Kabupaten Sukabumi yaitu untuk pelaksanaan pembangunan sebesar 70% dan 

untuk pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar 30%. Maka dari latar belakang 

penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi 

dengan mengambil judul penelitian “Pengelolaan Dana Desa di Desa 

Bojongtipar Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi Tahun 

Anggaran 2017-2019” 

B. Identifikasi Masalah 

        Bersumber pada penjelasan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah 

yang menunjukan bahwa : 

1. Kurang nya keterlibatan masyrakat dalam proses perencanaan pengelolaan 

dana desa. 

2. Adanya ketidak sesuaian dalam pelaksanaan penggunaan dana desa yang 

telah ditentukan dengan realisasi dalam penggunaan dana desa nya. 

C.  Rumusan Masalah 

        Bersumber pada paparan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

yakni sebagai berikut :  

1. Bagaimana proses pengelolaan dana desa di Desa Bojongtipar Kecamatan 

Jampangtengah Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2017-2019? 
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2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan 

peraturan yang ada di Desa Bojongtipar Kecamatan Jampangtengah 

Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2017-2019? 

D. Tujuan Penelitian 

        Bersumber dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang 

dilakukan ini yakni sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan dana desa di Desa Bojongtipar 

Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2017-

2019. 

2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan 

peraturan yang ada di Desa Bojongtipar Kecamatan Jampangtengah 

Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2017-2019. 

E. Kegunaan Penelitian 

        Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoretis 

a. Memberi pemahaman dan khasanah keilmuan bagi peneliti lain sebagai 

bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian mengenai kajian 

tentang pengelolaan dana desa. 

b. Dapat dijadikan sebagai bahan diskusi dalam pengembangan ilmu 

administrasi publik khususnya dalam mendalami tentang pengelolaan 

dana desa. 

2. Manfaat Praktis 
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a. Untuk instansi terkait, diharapkan hasil dari penelitian yang dilakukan 

dapat menjadi saran atau masukan sehingga dapat lebih optimal dalam 

pengelolaan dana desa. 

b. Untuk peneliti, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai 

pengalaman yang berharga dan menambah wawasan serta pengetahuan 

terutama mengenai pengelolaan dana desa. 

c. Bagi univeristas, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan 

memperkaya bahan bacaan bagi mahasiwa Universitas Islam Sunan 

Gunung Djati Bandung. 

F. Kerangka Pemikiran 

         Penelitian ini terkait pengelolaan dana desa pada Desa Bojongtipar di 

Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (6) tentang pengelolaan 

keuangan desa, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban keuangan desa.  

        Menurut (Syarifudin, 2005:89) definisi pengelolaan keuangan adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakan para pejabat yang 

bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, 

meliputi perencanaan atau penganggaran, pencatatan, pengeluaran serta 

pertanggungjawaban. Selanjutnya Syarifudin juga menjelaskan bahwa di dalam 

pengelolaan keuangan terdapat tindakan administratif yang berhubungan dengan 

kegiatan perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan dan 
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pengawasan keluar masuknya uang/dana organisasi. Di dalam kegiatan pengelolaan 

keuangan juga tidak terlepas dari kegiatan berupa perencanaan, penggunaan, 

pencatatan, dan pelaporan pertanggungjawaban dana. 

        Adapun dimensi dari pengelolaan keuangan daerah menurut (Baldric Siregar 

2015:11), diantaranya:  

1. Perencanaan keuangan  

2. Pelaksanaan keuangan 

3. Penatausahaan keuangan 

4. Pelaporan keuangan 

5. Pertanggungjawaban keuangan  

6. Pengawasan keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

Pengelolaan Dana Desa 

Pengelolaan Dana Desa di Desa 

Bojongtipar Kecamatan Jampangtengah 

Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 

2017-2019 

Pengelolaan Keuangan : 

1. Perencanaan Keuangan 

2. Pelaksanaan Keuangan 

3. Penatausahaan keuangan 

4. Pelaporan keuangan 

5. Pertanggungjawaban 

keuangan  

6. Pengawasan keuangan 

 

Sumber : Baldric Siregar (2015:11) 
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G. Proposisi 

        Proposisi dalam penelitian ini adalah jika dalam proses pengelolaan dana desa 

sesuai dengan dimensi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban dan pengawasan maka dalam pengelolaan dana desa di Desa 

Bojongtipar akan berjalan dengan baik.  


